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Nomor SOP

W4.U7/01/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
y Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

SOP PTSP PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN BIASA .

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1.  Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/\VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1.  Berkas Perkara Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/CTS
Informasi di Pengadilan; 3.  Buku Register Perdata Gugatan
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan; Estimasi Waktu Pelayanan
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ;’::;yar:tan! Waktu Output
(Perdata) Perdata Hgranan
1 | Menerima Pendaftaran - Berkas 2 Diterimanya
Perkara Gugatan Biasa (:_\_ Perkara menit | berkas
dari Penggugat — Gugatan perkara
- Buku Kontrol gugatan
Perkara
2 | Melakukan Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi v A kelengkapan | menit | pan
kelengkapan :I berkas persyaratan
persyaratan Pendaftaran berkas
Perkara Gugatan Biasa
3 | Persyaratan dokumen b4 - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Perkara \ kelengkapan | menit | perkara
Gugatan Biasa e berkas gugatan
dinyatakan Lengkap dinyatakan
lengkap/tidak lengkap Langkop lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan E:rlr?:;:;az; Waktu Qutput
(Perdata) Perdata P
4 | Penggugat menghitung - Berkas 10 Cetak e-
biaya panjar perkara Perkara menit SKUM
secara mandiri melalui Gugatan
aplikasi e-SKUM yang - Kelengkapan
didampingi oleh Petugas | | berkas
khusus untuk itu.
5 | Penggugat menuju kasir - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
untuk selanjut Perkara dengan
melakukan pembayaran Gugatan EDC,
biaya panjar perkara ,-J l - Bukti Setor 30-60
melalui mesin EDC yang L Menit di
telah disediakan atau Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
menyerahkan bukti setor, Perkara
Loket Perdata Gugatan
membutuhkan Cap I _il'= - Bukti Setor
Pendaftaran Perkara,
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat _ Gugatan
SKUM dan memberi i | - Bukti Setor
nomor perkara, Kasir - SKUM
menyerahkan SKUM
kepada Penggugat
8 | Menyetor Penerimaan \ - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak [j PNBP
(PNBP)
9 | Penggugat mendapatkan h 4 - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM ] diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara Berkas
perkara dari Kasir, I—_]‘ Gugatan Perkara
mengecek nomor i - Bukti Setor Lengkap
perkara - SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata o Gugatan Lengkap
L ! - Bukti Setor diterima
- SKUM Kepanitera
an Perdata
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, Perdata Kepani- | menindak
Melengkapi berkas (j - SIPP/CTS teraan lanjuti
perkara perdata dengan Perdata | berkas
sampul berkas dan perkara
seterusnya perdata
yang

masuk.




Nomor SOP
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018
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SOP PTSP PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1.  S1 Semua Jurusan
0. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1.  Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1.  Berkas Perkara Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/CTS
Informasi di Pengadilan; 3.  Buku Register Perdata Gugatan Sederhana
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan; Estimasi Waktu Pelayanan
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ;:lrli;;lar:tar;l!‘ Waktu Qutput
(Perdata) Perdata g
1 | Menerima Pendaftaran - Berkas 2 Diterimanya
Perkara Gugatan C\A Perkara menit | berkas
Sederhana dari — Gugatan perkara
Penggugat - Buku Kontrol gugatan
Perkara
2 | Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi X kelengkapan | menit | pan
kelengkapan j vy berkas persyaratan
persyaratan Pendaftaran berkas
Perkara Gugatan
Sederhana
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Perkara \\ kelengkapan | menit | perkara
Gugatan Sederhana Tk berkas gugatan
dinyatakan lengkap/ Lengkap dinyatakan
tidak lengkap dan i lengkap
gkpp
perkara gugatan
tersebut benar temasuk
gugatan sederhana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan g::g‘ar:;agé Waktu Output
(Perdata) Perdata il
4 | Penggugat menghitung - Berkas 10 Cetak e-
biaya panjar perkara Perkara menit SKUM
secara mandiri melalui Gugatan
aplikasi e-SKUM yang sederhana
didampingi oleh Petugas I I - Kelengkapan
khusus untuk itu. berkas
5 | Penggugat menuju kasir - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
untuk selanjut Perkara dengan
melakukan pembayaran Gugatan EDC,
biaya panjar perkara ,-J I sederhana 30-60
melalui mesin EDC yang e - Bukti Setor Menit di
telah disediakan atau - SKUM Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
menyerahkan bukti setor, Perkara
Loket Perdata 2 Gugatan
membutuhkan Cap I I~ sederhana
Pendaftaran Perkara, - Bukti Setor
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat R Gugatan
SKUM dan memberi g | sederhana
nomor perkara, Kasir - Bukti Setor
menyerahkan SKUM - SKUM
kepada Penggugat
8 | Menyetor Penerimaan s - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak E:l PNBP
(PNBP)
9 | Penggugat mendapatkan 3 - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM I:j diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara Berkas
perkara dari Kasir, I—_L Gugatan Perkara
mengecek nomor I - Bukti Setor Lengkap
perkara - SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata g Gugatan Lengkap
& | sederhana diterima
- Bukti Setor Kepanitera
- SKUM an Perdata
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, Perdata Kepani- | menindak
Melengkapi berkas CL) gugatan teraan | lanjuti
perkara perdata dengan sederhana Perdata | berkas
sampul berkas dan - SIPP/ICTS perkara
seterusnya perdata
yang
masuk.




Nomor SOP

W4.U7/03/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
&4 JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id B AhRar Oleh

ﬁT}HiN

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1.  $1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1.  Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1. Berkas Perkara Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/ICTS
Informasi di Pengadilan; 3.  Buku Register Perdata Gugatan
15. SK KMA No. 026/KMAJSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan; Estimasi Waktu Pelayanan
16, PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ;:lfgyar:;a:; Waktu Output
(Perdata) Perdata ngHap
1 | Menerima Pendaftaran - Berkas 2 Diterimanya
Perkara Perkara C\A Perkara menit | berkas
Perlawanan/ Bantahan — Perlawanan/ perkara
dari Pihak Bantahan Perlawanan
- Buku Kontrol / Bantahan
Perkara
2 | Melakukan Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi ‘ A kelengkapan | menit | pan
kelengkapan Ej berkas persyaratan
persyaratan Pendaftaran berkas
Perkara Perlawanan/
Bantahan
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Perkara \ kelengkapan | menit | perkara
Perlawanan/ Bantahan T berkas Perlawanan
dinyatakan lengkap/ Le:gkap / Bantahan
tidak lengkap e dinyatakan
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan E::E']ar:;a:; Waktu Output
(Perdata) Perdata gRAp
4 | Pihak menghitung biaya - Berkas 10 Cetak e-
panjar perkara secara Perkara menit SKUM
mandiri melalui aplikasi g Perlawanan/
e-SKUM yang Bantahan
didampingi oleh Petugas | I - Kelengkapan
khusus untuk itu. berkas
5 | Pihak menuju kasir untuk - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
selanjut melakukan Perkara dengan
pembayaran biaya Perlawanan/ | EDC,
panjar perkara melalui > Bantahan 30-60
mesin EDC yang telah L - Bukti Setor Menit di
disediakan atau Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Bukti Setor 5 Menit | Bukti Setor
menyerahkan bukti setor, - Berkas
Loket Perdata Perkara
membutuhkan Cap ¢
Pendaftaran Perkara,
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat Perlawanan/
SKUM dan memberi 4 [ ! Bantahan
nomor perkara, Kasir - Bukti Setor
menyerahkan SKUM - SKUM
kepada Penggugat
8 | Menyetor Penerimaan ‘ - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak Ej PNBP
(PNBP)
9 | Pihak mendapatkan A - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM Ej diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara
perkara dari Kasir, rL Perlawanan/
mengecek nomor | iy Bantahan
perkara - Bukti Setor
- SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata Perlawanan/ Lengkap
] . | Bantahan diterima
- Bukti Setor Kepanitera
- SKUM an Perdata
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, Perlawanan/ | Kepani- | menindak
Melengkapi berkas s Bantahan teraan | lanjuti
perkara perdata dengan ( ) sederhana Perdata | berkas
sampul berkas dan - SIPP/ICTS perkara
seterusnya perdata
yang
masuk.




Nomor SOP

W4.U7/04/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
y _ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 | Tq1. Efextif
email: pn_bkn@jyahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh

311:199603 2 002
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SOP PTSP PENDAFTARAN PERKARA VERZET ATAS I&J\TUSAN ,VERSTEK

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1.  S1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1. Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1.  Berkas Perkara Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/ICTS
Informasi di Pengadilan; 3.  Buku Register Perdata Gugatan
15, SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan; Estimasi Waktu Pelayanan
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan | persyaratan ! | waktu | Output
(Perdata) Perdata e
1 | Menerima Pendaftaran - Berkas 2 Diterimanya
Perkara Verzet Atas (.'__\‘ Perkara menit | berkas
Putusan Verstek dari — Perlawanan/ perkara
Pihak Bantahan Perlawanan
- Buku Kontrol / Bantahan
Perkara
2 | Melakukan Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi . A kelengkapan | menit | pan
kelengkapan berkas persyaratan
persyaratan Pendaftaran berkas
Perkara Verzet Atas
Putusan Verstek
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Perkara \ kelengkapan | menit | perkara
Verzet Atas Putusan = berkas Perlawanan
Verstek dinyatakan Uengtia / Bantahan
lengkap/ tidak lengkap Lenak dinyatakan
k. 24 lengka
gxap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan s::;‘:_g::;:; Waktu Output
(Perdata) Perdata
4 | Pihak menghitung biaya B Eerkas 10 Cotak e-
: erkara menit SKUM
panjar perkara secara Vel Alas
mandiri melalui aplikasi P
utusan
e-SKUM yang
didampingi oleh Petugas Vereiek
khusus untuk itu - Kelengkapan
’ berkas
5 | Pihak menuju kasir untuk - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
selanjut melakukan Perkara dengan
pembayaran biaya Verzet Atas | EDC,
panjar perkara melalui 'v‘]|_ I Putusan 30-60
mesin EDC yang telah Verstek Menit di
disediakan atau - Bukti Setor Bank
membayar langsung ke - SKUM BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Bukti Setor 5 Menit | - Bukti
menyerahkan bukti setor, - Berkas Setor
Loket Perdata Perkara
membutuhkan Cap | ¥
Pendaftaran Perkara,
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat Verzet Atas
SKUM, Kasir ”I l Putusan
menyerahkan SKUM Verstek
kepada Pihak - Bukti Setor
- SKUM
8 | Menyetor Penerimaan i - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak j PNBP
(PNBP)
9 | Pihak mendapatkan h 4 - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM [ ] diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara
perkara dari Kasir dan I__L Verzet Atas
mengecek lengkapannya - b Putusan
Verstek
- Bukti Setor
- SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata Verzet Atas Lengkap
< | Putusan diterima
Verstek Kepanitera
- Bukti Setor an Perdata
- SKUM
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, v Verzet Atas Kepani- | menindak
Melengkapi berkas Putusan teraan lanjuti
perkara perdata dengan C) Verstek Perdata | berkas
sampul berkas dan sederhana perkara
seterusnya - SIPP/CTS perdata
yang
masuk.




Nomor SOP

W4.U7/05/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB | Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 e,
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tal. Efekti PP
i e : 7 gl. Efektif fari 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh ENGADILAN NEGERT

ANG KELAS IB

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1.  Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVINI2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1. Berkas Perkara Masuk
14, SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPPICTS
Informasi di Pengadilan; 3. Buku Register Perdata Permohonan
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan; Estimasi Waktu Pelayanan
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ;eerlrse%ar:;ar;; Waktu Qutput
(Perdata) Perdata gkap
1 | Menerima Pendaftaran - Berkas 2 Diterimanya
Perkara Permohonan C\. Perkara menit | berkas
dari Pemohon — Permohonan perkara
- Buku Kontrol Permoho
Perkara nan
2 | Melakukan Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi b A kelengkapan | menit | pan
kelengkapan [j berkas persyaratan
persyaratan Pendaftaran berkas
Perkara Permohonan
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Perkara \ kelengkapan | menit | perkara
Permohonan dinyatakan = berkas Permoho
lengkap/tidak lengkap Lengkap nan
et dinyatakan
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ’I:::;f]ar:;ar; :‘ Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
4 | Pemohon menghitung - Berkas 10 Cetak e-
biaya panjar perkara Perkara menit SKUM
secara mandiri melalui g Permohonan
aplikasi e-SKUM yang - Kelengkapan
didampingi oleh Petugas | | berkas
khusus untuk itu.
5 | Pemohon menuju kasir - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
untuk selanjut Perkara dengan
melakukan pembayaran Permohonan | EDC,
biaya panjar perkara -,J | - Bukti Setor 30-60
melalui mesin EDC yang - Menit di
telah disediakan atau Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Bukti Setor 5 Menit | Bukti Setor
menyerahkan bukti setor, - Berkas
Loket Perdata Perkara
membutuhkan Cap l Ny |4
Pendaftaran Perkara,
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat Permohonan
SKUM dan memberi g I - Bukti Setor
nomor perkara, Kasir - SKUM
menyerahkan SKUM
kepada Pemohon
8 | Menyetor Penerimaan v - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak PNBP
(PNBP) E:l
9 | Pemohon mendapatkan 3 - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM L__j diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara
perkara dari Kasir dan L_L Permohonan
mengecek lengkapannya S - Bukti Setor
- SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata % Permohonan Lengkap
"L I - Bukti Setor diterima
- SKUM Kepanitera
an Perdata
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, Perdata Kepani- | menindak
Melengkapi berkas é Permohonan | teraan lanjuti
perkara perdata dengan - SIPP/CTS Perdata | berkas
sampul berkas dan perkara
seterusnya perdata
yang
masuk.
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Nomor SOP

W4.U7/06/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

- KELAS IB Tgl. Revisi 19 Febryari 2021
| JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 / s
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif 22 F qf)ru 3 2021\
i ; Hat or Ki g0l ;
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disankan Oleh | KETHA

'ITI

N NEGERI
. SiB

SOP PTSP PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING, KASASI DAﬁipE""'

AUAN KEMBALI.

Dasar Hukum:

1

UU No. 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1. Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4, Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIIIf2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:
Badan Peradilan 1. Berkas Perkara Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/CTS
Informasi di Pengadilan; 3. Buku Register Banding, Kasasi,
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peninjauan Kembali
Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang
Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan :::E?:‘ar:;ar;; Waktu Qutput
(Perdata) Perdata grap
1 | Menerima Permohonan - Berkas 2 Diterimanya
Banding, Kasasi dan C\. Perkara menit | berkas
Peninjauan Kembali — Permohonan perkara
oleh Pemohon - Buku Kontrol Permoho
Perkara nan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengka
kelengkapan p kelengkapan | menit | pan
persyaratan Ej A berkas persyaratan
Permohonan Banding, berkas
Kasasi dan Peninjauan
Kembali
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Permohonan Banding, \ kelengkapan | menit | perkara
Kasasi dan Peninjauan —— berkas Permoho
Kembali dinyatakan Larigii nan
lengkap/ tidak lengkap Ceskbes dinyatakan
lengkap
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ::a;:‘ar:;ar; Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
4 | Pemohon menghitung - Berkas 10 Cetak e-
biaya panjar perkara Perkara menit SKUM
secara mandiri melalui Q Permohonan
aplikasi e-SKUM yang - Kelengkapan
didampingi oleh Petugas I I berkas
khusus untuk itu.
5 | Pemohon menuju kasir - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
untuk selanjut Perkara dengan
melakukan pembayaran Permohonan | EDC,
biaya upaya hukum ,J | - Bukti Setor 30-60
melalui mesin EDC yang L - SKUM Menit di
telah disediakan atau Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual v Perkara Menit
dan SIPP) membuat Permohonan
SKUM dan memberi E:l - Bukti Setor
nomor perkara upaya - SKUM
hukum, Kasir
menyerahkan SKUM
kepada Pemohon
7 | Menyetor Penerimaan - Form PNBP | 5Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak Ej PNBP
(PNBP)
8 | Pemohon mendapatkan A - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM I___j diterima
penggugat
9 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
mengecek SKUM dan Perkara
kelengkapan berkas . Permohonan
l:‘__[‘ - Bukti Setor
- SKUM
10 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata Permohonan Lengkap
L2 l - Bukti Setor diterima
I_\ - SKUM Kepanitera
an Perdata
11 | Membuat tanda terima/ - Berkas 30 Tanda
akta Permohonan Perkara menit terima/
Banding, Kasasi dan Perdata akta
Peninjauan Kembali dan 3 Permohonan Permohon
ditandatangani oleh |: - SIPP/CTS an telah di
pimpinan/panitera ditandatan
gani oleh
pimpinan/
panitera
12 | Menyerahkan tanda - Berkas 3 Menit | Tanda
terima/ akta Perkara terima/
Permohonan Banding, C); Perdata akta
Kasasi dan Peninjauan Permohonan Permohon
Kembali kepada - SIPP/CTS an di
pemohon terima oleh
pemohon
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Nomor SOP

W4.U7/07/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

, KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
) JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 = dd
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 .
; : : . Tgl. Efektif
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Disahkan Oleh

ool 20

| \IPY197203 :
SOP PTSP PENERIMAAN MEMORI/KONTRA MEMORI BANDlNQ,\WSy PENINJAUAN
\\ "Ea s o

KEMBALI .-
~
Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SKVIII2007 tentang Memberlakukan Buku IV
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2.  SIPPICTS
Pengadilan; 3.  Buku Register Banding, Kasasi, Peninjauan
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Kembali
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ::ﬂrse;:‘ar:;ag; Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
1 | Menerima - Disposisi surat 2 Diterimanya
Memori/Kontra Memori C\‘ masuk menit | surat oleh
Banding, Kasasi Dan — - Berkas Perkara Loket
Peninjauan Kembali - Buku Kontrol Perdata
oleh Pemohon Upaya Hukum
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan [] berkas berkas
Memori/Kontra Memori
Banding, Kasasi Dan A
Peninjauan Kembali
3 | Persyaratan dokumen A - Checklist 3 Berkas Jika
Memori/Kontra Memori \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Banding, Kasasi Dan Tidak berkas lengkap tidak lengkap,
Peninjauan Kembali / Lerigis harus
dinyatakan lengkap/ e dilengkapi
tidak lengkap [‘j
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP | Kepaniteraan Sgﬂ’zﬁ:‘i":;a'; ! | waktu | output
(Perdata) Perdata P

4 | Meneruskan - Memori/Kontra 2 Berkas
permohonan ke Back Memori Banding, menit | Perkara
Office Kepaniteraan Kasasi Dan Lengkap
Perdata Peninjauan

—»D Kembali
- Kelengkapan
berkas

5 | Membuat tanda terima/ - Memori/Kontra 30 Tanda terima/
akta Memori/Kontra Memori Banding, menit | akta telah di
Memori Banding, Kasasi 3 Kasasi Dan ditandatanga
Dan Peninjauan Kembali E Peninjauan ni oleh
dan ditandatangani oleh Kembali pimpinan/
pimpinan/panitera panitera

6 | Menyerahkan tanda - Berkas 3 Tanda terima/
terima/ akta Memori/Kontra menit | akta
Memori/Kontra Memori Memori Banding, Permohonan
Banding, Kasasi Dan @ Kasasi Dan
Peninjauan Kembali Peninjauan
kepada pemohon Kembali

- SIPP/CTS
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Nomor SOP W4.U7/08/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan 1 Maret 2018

e KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
== & JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke |
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif i AER

mail: kn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id -
emall: pri k@Y, £ site: pn-bangkinang.go-1¢ I cahkan Oleh7|.

. ANA, S.H., M.H.
- | Nip. 19720314 489603 2 002
L T fi
SOP PTSP PERMOHONAN SUMPAH ATAS DITEMUKANNYA BUKTI BAR&J DA% PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALL. e
Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7 UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1.  S§1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:

11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer

12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk

13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIII2007 tentang Memberlakukan Buku v

Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan Pencatatan dan Pendataan:

Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14,  SK KMA No. 1-144/KMA/I12011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPP/CTS
Pengadilan; 3.  Buku Register PK

15. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan §§,.rse¥.ar.f;a'; :I Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya

Sumpah atas C-_'\‘ masuk menit | surat oleh
ditemukannya Bukti Baru — - Berkas Perkara Loket
dalam Permohonan - Buku Kontrol Perdata
Peninjauan Kembali dari Upaya Hukum
Pemohon

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan . kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan Sumpah atas EL:I berkas berkas
ditemukannya Bukti Baru A
dalam Permohonan
Peninjauan Kembali

3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Sumpah atas \ kelengkapan menit | dinyatakan persyara
ditemukannya Bukti Baru = berkas lengkap tan tidak
dalam Permohonan Lengksp lengkap,
Peninjauan Kembali Loighbip harus
dinyatakan lengkap/ tidak dilengkapi
lengkap
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No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Loket
PTSP
(Perdata)

Back Office
Kepaniteraan
Perdata

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Ket

Membuat tanda terima
Permohonan Sumpah
atas ditemukannya Bukti
Baru dalam
Permohonan Peninjauan
Kembali dan
menyerahkannya
kepada pemohon

- Dokumen
permohonan

- Tanda terima
permohonan

2 menit

Tanda terima
permohonan

Meneruskan dokumen
Permohonan Sumpah
atas ditemukannya Bukti
Baru dalam
Permohonan Peninjauan
Kembali ke Loket Umum
untuk di entri kedalam
aplikasi PTSP sebagai
surat masuk (oleh Loket
Umum)

- Dokumen
Permohonan
- Aplikasi PTSP
- Disposisi surat

masuk

20 menit

Disposisi
Surat Masuk
Permohonan

Dokumen Permohonan
Sumpah atas
ditemukannya Bukti
Baru dalam
Permohonan Peninjauan
Kembali didisposisi ke
pimpinan (oleh Loket
Umum)

- Disposisi surat
masuk

60 menit

Disposisi
Surat Masuk
Permohonan

Meneruskan Dokumen
Permohonan Sumpah
atas ditemukannya Bukti
Baru dalam
Permohonan Peninjauan
Kembali ke Back Office
Kepaniteraan Perdata
untuk di tindak lanjuti

- Dokumen
permohonan

Sesuai
SOP
Kepanitera
an Perdata

Dokumen
permohonan
diterima
kepaniteraan
perdata
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Nomor SOP

W4.U7/09/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB

Tgl. Revisi

19 Februari 2021

=& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Refisi ke

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@jyahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Tgl. Efektif 27/ Febinfart 2021

Disahkan Oleh

=l s
|"IAR=raw vy

7

SOP PTSP PERMOHONAN PENGEMBALIAN SISA PANJA ‘IZA_,YA’P"ERKARA

gy
A,

~——"

Dasar Hukum:

:

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4, Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVII2007 tentang Memberlakukan Buku [V
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1. Berkas Surat Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPP/CTS
Pengadilan; 3.  Buku Register PK
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan :::iseyar:;an! Waktu Output
(Perdata) Perdata riengkapan
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat | 2 Diterimanya
Pengembalian Sisa C\‘ masuk menit | suratoleh
Panjar Biaya Perkara — - Berkas Loket
dari Pemohon Perkara Perdata
- Buku Kontrol
Perkara
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan \ kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan I:j berkas berkas
Permohonan A
Pengembalian Sisa
Panjar Biaya Perkara
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas
Permohonan < kelengkapan menit | dinyatakan
Pengembalian Sisa 5 berkas lengkap
Panjar Biaya Perkara a B
dinyatakan lengkap/ e s
tidak lengkap [H
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan gg:ﬁaiar:;agi Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
4 | Pemohon menuju kasir - Buku Jurnal 10 Jumlah
untuk meminta sisa Keuangan menit sisa panjar
panjar biaya perkara, - SIPP
Kasir mengecek buku
jurnal keuangan perkara
5 | Pemohon - Buku Jurnal 2 menit | Bukti
menandatangani bukti A Keuangan pengembal
pengembalian sisa |:L__| - SIPP ian sisa
panjar panjar
ditanda
tangani
oleh
pemohon
6 | Pemohon menerima ! - Buku Jurnal 3 menit | Penyera-
uang sisa panjar QL) Keuangan han sisa
perkara - SIPP panjar
kepada
pemohon
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Nomor SOP

W4,U7/10/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
| JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar Refisi ke 1
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tal .
; : : ; gl. Efektif 2 021
: L 1 pn- Ki .go.id
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.! Disahkan Oleh LAN NEGERI
LAS IB

p i
i\ G I

il o

-"\ I .

1)
1D} S.H., M.H.
720394/199603 2 002

SOP PTSP PERMOHONAN DAN PENGAMBILAN TURUNAN\’{U?ﬂSAN.

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7 UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3.  Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku \%
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14, SK KMA No. 1-144/KMA//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPPICTS
Pengadilan; 3.  Buku Register PK
15.  SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan Eg:fyar:;ar;i Waktu Output
(Perdata) Perdata engkap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat | 2 Diterima-
Pengambilan Turunan C\. masuk menit | nya surat
Putusan dari Pemohon — oleh Loket
Perdata
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengka-
kelengkapan persyaratan kelengkapan menit | pan
Permohonan [] berkas persyara-
Pengambilan Turunan A tan berkas
Putusan
3 | Persyaratan dokumen Tidak - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Lerdap kelengkapan | menit | dinyatakan | persyara
Pengambilan Turunan berkas lengkap tan tidak
Putusan dinyatakan lengkap,
lengkap/ tidak lengkap harus
Lengee dilengka-
pi
]
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan Ff':rl’se‘;“"g':;a'; r" Waktu Output
(Perdata) Perdata P

4 | Meneruskan dokumen - Dokumen 5 menit | Di entrinya
Permohonan Permohonan Dokumen
Pengambilan Turunan - Aplikasi permohonan
Putusan ke Loket Umum PTSP kedalam
untuk di entri kedalam - Disposisi aplikasi
aplikasi PTSP sebagai surat masuk PTSP
surat masuk (oleh Loket
Umum)

5 | Permohonan - Dokumen 30 Disposisi
Pengambilan Turunan : Permohonan | menit nya
Putusan didisposisi ke - Aplikasi dokumen
pimpinan (oleh Loket E PTSP permohonan
Umum) - Disposisi oleh

surat masuk pimpinan

6 | Meneruskan Dokumen - Dokumen 3 menit | Diterimanya
Permohonan dan Permohonan Dokumen
Pengambilan Turunan permohonan
Putusan ke Back Office >

. oleh
Kepaniteraan Perdata :
untuk di tindak lanjuti kepanitera

an perdata

7 | Kepaniteraan Perdata - Dokumen 30 Tersedianya
mempersiapkan Turunan menit Dokumen
Dokumen Turunan l | Putusan Turunan
Putusan Putusai

8 | Kepaniteraan Perdata ‘ - Rincian 10 Hasil
menghitung biaya Biaya menit | penggandaa
penggandaan/fotocopy :‘ n Dokumen
Dokumen Turunan Turinain
Putusan (Jika ada)

Putusan

9 | Pemohon membayar - - Bukti 5 menit | Biaya
biaya penggandaan/ - Pembayaran pengganda
fotocopy Dokumen | | an dokumen
Turunan Putusan (Jika
ada)

10 | Pemohon Menerima - Dokumen 2 menit | Dokumen
Dokumen Turunan Turunan Turunan
Putusan ( J Putusan Putusan

diterima oleh
pemohon
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Nomor SOP

W4.U7/11/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
&/ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1
| e S eepon il O7zt08S o1 vt | e
= ) Disahkan Oleh A\ P JILAN NEGERI

IANE RELAS 1B

L

i/"'
A

WIDIANA, S.H.. M.H.
NIR, 1972031199603 2 002
Ly ¥T 7

SOP PTSP PENDAFTARAN PERMOHONAN E gxué"f 3

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6.  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/NVII/2007 tentang Memberlakukan Buku [V
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14.  SK KMA No. 1-144/KMAJ/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPPICTS
Pengadilan; 3.  Buku Register Eksekusi
15.  SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum,
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan :e:lsynar:;a::l Waktu Output
(Perdata) Perdata sRanip
1 | Menerima Pendaftaran - Disposisi surat 2 Diterimanya
Permohonan Eksekusi dari (_\‘ masuk menit | surat oleh
Pemohon J= - Berkas Perkara Loket
Perdata
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan v kelengkapan menit | persyaratan
Pendaftaran Permohonan E:l berkas berkas
Eksekusi A
3 | Persyaratan dokumen 3 - Checklist 3 Berkas Jika
Pendaftaran Permohonan \ kelengkapan menit | dinyatakan persyara
Eksekusi dinyatakan g berkas lengkap tan tidak
lengkap/ tidak lengkap Lengkap lengkap,
Lengkap h.aws ;
dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan g::lglar::ar; ": Waktu Qutput
(Perdata) Perdata gkap

4 | Membuat tanda terima - Dokumen 2 menit Tanda terima
Pendaftaran permohonan permohonan
Permohonan Eksekusi - Tanda terima
dan menyerahkannya permohonan
kepada pemohon

5 | Meneruskan dokumen - Dokumen 20 menit Disposisi
Pendaftaran Permohonan Surat Masuk
Permohonan Eksekusi - Aplikasi PTSP Permohonan
ke Loket Umum untuk di A - Disposisi surat
entri kedalam aplikasi I: masuk
PTSP sebagai surat
masuk (oleh Loket
Umum)

6 | Dokumen Pendaftaran - Disposisi surat 60 menit Disposisi
Permohonan Eksekusi A masuk Surat Masuk
didisposisi ke pimpinan |_L| Permohonan
(oleh Loket Umum)

7 | Meneruskan Dokumen - Dokumen Sesuai Dokumen
Pendaftaran permohonan SOP permohonan
Permohonan Eksekusi " Kepanitera | diterima
ke Back Office '{ J an Perdata | kepaniteraan
Kepaniteraan Perdata perdata
untuk di tindak lanjuti
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Nomor SOP

W4.U7/12/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

. KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar Refisi ke 1 A
) Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 [Tl Efektif T 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id -

Disahkan Oleh

ARILAN NEGERI
NG KELAS IB
\.‘.

aibdNC A -

SOP PTSP PENDAFTARAN PERMOHONAN Koﬁﬁ\km@sl )

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S§1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11. Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1.  Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIIN2007 tentang Memberlakukan Buku IV
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14, SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPP/CTS
Pengadilan; 3.  Buku Register Konsinyasi
15.  SK KMA No. 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ::rl?:lar:;ar;; Waktu Output
(Perdata) Perdata HongRan
1 | Menerima Pendaftaran - Disposisi surat 2 Diterimanya
Permohonan Konsinyasi C\, masuk menit | suratoleh
dari Pemohon — - Berkas Perkara Loket
Perdata
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan v kelengkapan menit | persyaratan
Pendaftaran Permohonan I::I berkas berkas
Konsinyasi A
3 | Persyaratan dokumen v - Checklist 3 Berkas Jika
Pendaftaran Permohonan \ kelengkapan menit | dinyatakan persyara
Konsinyasi dinyatakan = berkas lengkap tan tidak
lengkap/ tidak lengkap Lengkap lengkap,
harus
Lanaipe dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan F’::rr'g]a r::‘ar; ; Waktu Output
(Perdata) Perdata unap

4 | Membuat tanda terima - Dokumen 2 menit Tanda terima
Pendaftaran permohonan permohonan
Permohonan Konsinyasi - Tanda terima
dan menyerahkannya permohonan
kepada pemohon

5 | Meneruskan dokumen - Dokumen 20 menit Disposisi
Pendaftaran Permohonan Surat Masuk
Permohonan Konsinyasi - Aplikasi PTSP Permohonan
ke Loket Umum untuk di A - Disposisi surat
entri kedalam aplikasi |—_L| masuk
PTSP sebagai surat
masuk (oleh Loket
Umum)

6 | Dokumen Pendaftaran - Disposisi surat 60 menit Disposisi
Permohonan Konsinyasi 3 masuk Surat Masuk
didisposisi ke pimpinan Ej Permohonan
(oleh Loket Umum)

7 | Meneruskan Dokumen - Dokumen Sesuai Dokumen
Pendaftaran permohonan SOP permohonan
Permohonan Konsinyasi . Kepanitera | diterima
ke Back Office '{ ) an Perdata | kepaniteraan
Kepaniteraan Perdata perdata
untuk di tindak lanjuti
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Nomor SOP

W4.U7/13/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

KELAS IB

Tgl. Revisi

19 Februari 2021

& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Refisi ke 1

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

(il
1996

SOP PTSP PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG HASIL EKSEKUSI DAN GANGIKONSINYASI.

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6.  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8.  UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
11.  Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4, Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku [V
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1.  Berkas Surat Masuk
14. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPP/CTS
Pengadilan; 3.  Buku Register Konsinyasi
15. SK KMA No. 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ::ﬂr?nar:;ag;: Waktu Qutput
(Perdata) Perdata grap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Pengambilan Uang Hasil (__'\. masuk menit | surat oleh
Eksekusi dan Uang — - Berkas Perkara Loket
Konsinyasi dari Pemohon Perdata
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan 7 kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan Pengambilan E:I berkas berkas
Uang Hasil Eksekusi dan A
Uang Konsinyasi
3 | Persyaratan dokumen A - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Pengambilan kelengkapan menit | dinyatakan persyara
Uang Hasil Eksekusi dan : berkas lengkap tan tidak
. ; Tidak
Uang Konsinyasi Lengkap lengkap,
dinyatakan lengkap/ tidak T harus
lengkap dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan FI: :rrlseg:‘ar;;ar;; Waktu Output
(Perdata) Perdata gRan

4 | Membuat tanda terima - Dokumen 2 menit Tanda terima
Permohonan permohonan permohonan
Pengambilan Uang Hasil - Tanda terima
Eksekusi dan Uang permohonan
Konsinyasi dan
menyerahkannya
kepada pemohon

5 | Meneruskan dokumen - Dokumen 20 menit Disposisi
Pendaftaran Permohonan Surat Masuk
Pengambilan Uang Hasil - Aplikasi PTSP Permohonan
Eksekusi dan Uang A 4 - Disposisi surat
Konsinyasi ke Loket Ej masuk
Umum untuk di entri
kedalam aplikasi PTSP
sebagai surat masuk
(oleh Loket Umum)

6 | Dokumen Pendaftaran - Disposisi surat 60 menit Disposisi
Pengambilan Uang Hasil masuk Surat Masuk
Eksekusi dan Uang Permohonan
Konsinyasi didisposisi )
ke pimpinan (oleh Loket I:

Umum)

7 | Meneruskan Dokumen - Dokumen Sesuai Dokumen
Pendaftaran permohonan SOP permohonan
Pengambilan Uang Hasil - Kepanitera | diterima
Eksekusi dan Uang q ) an Perdata | kepaniteraan
Konsinyasi ke Back perdata
Office Kepaniteraan
Perdata untuk di tindak
lanjuti
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Nomor SOP

W4.U7/14/SOP/PTSP.PDT/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tgl. Pembuatan

1 Maret 2018

! KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
| JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
£/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

SOP PTSP PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN, PERMOHONM BANDING KASASI,

PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI. =~~~
Dasar Hukum: Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas

6.  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:

11.  Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1. Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer

12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk

13. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIII2007 tentang Memberlakukan Buku IV
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:

Peradilan 1. Berkas Surat Masuk

14.  SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPPICTS
Pengadilan; 3. Buku Register Banding, Kasasi, Peninjauan

15.  SK KMA No. 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Kembali

16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan |§ er[‘?'ef_'ar:;a';; Waktu Output
(Perdata) Perdata eriengkap

1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Pencabutan Gugatan, C‘\. masuk menit | surat oleh
Permohonan, Banding, — - Berkas Perkara Loket
Kasasi, Peninjauan - Buku Kontrol Perdata
Kembali dan Eksekusi Upaya Hukum
oleh Pemohon

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan v kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan A berkas berkas
Permohonan E:'

3 | Persyaratan dokumen A - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan \ kelengkapan menit | permohonan | persyaratan
Pencabutan Gugatan, T berkas dinyatakan tidak lengkap,
Permohonan, Banding, A Lanoiap lengkap harus
Kasasi, Peninjauan o dilengkapi
Kembali dan Eksekusi
dinyatakan lengkap/
tidak lengkap
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;:ﬂrseif‘zr:;a:; Waktu Output
(Perdata) Perdata P
4 | Meneruskan - Dokumen 2 Berkas
Permohonan Pencabutan menit | Permohonan
Pencabutan Gugatan, Gugatan, Lengkap
Permohonan, Banding, Permohonan,
Kasasi, Peninjauan —>[ I Banding, Kasasi,
Kembali dan Eksekusi Peninjauan
ke Back Office Kembali dan
Kepaniteraan Perdata Eksekusi
Kelengkapan
berkas
5 | Membuat tanda terima/ - Dokumen 30 Tanda terima/
akta Pencabutan Pencabutan menit | akta telah di
Gugatan, Permohonan, \ 4 Gugatan, ditandatangani
Banding, Kasasi, |::| Permohonan, oleh pimpinan/
Peninjauan Kembali dan Banding, Kasasi, panitera
Eksekusi dan Peninjauan
ditandatangani oleh Kembali dan
pimpinan/panitera Eksekusi
6 | Menyerahkan tanda - Dokumen 3 Tanda terima/
terima/ akta Pencabutan Pencabutan menit | akta Pencabutan
Gugatan, Permohonan, Gugatan, Gugatan,
Bar?ding, Kasasi, D Permohonan, Permohonan,
Peninjauan Kembali dan Banding, Kasasi, Banding, Kasasi,
Eksekusi kepada Peninjauan Peninjauan
pemohon Kembali dan Kembali dan
Eksekusi Eksekusi diterima
SIPPICTS oleh pemohon
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

&/ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/16/SOP/PTSP.PDT/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Febryari 2021
Refisi ke 1. /]
Tgl. Efektif 2 2021

Disahkan Ole SQADILAN NEGERI

i ‘if'm'

BPSK.

SOP PTSP PERMOHONAN PENDAFTARAN KEBERATAN PUTUSAN ARB]TRASE KPPU, DAN

“ ‘,/

Dasar Hukum:

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Badan Peradilan
Informasi di Pengadilan;
Peradilan;

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Di Lingkungan Peradilan Umum;

13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIN/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan- | Pencatatan dan Pendataan:

15. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas

6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

8.  UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:

11.  Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang 1.  Komputer/Laptop
Biaya Perkara 2. Printer

12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk

1.  Berkas Perkara Masuk

14. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 2. SIPP/CTS

3.  Buku Register Perdata Gugatan

Estimasi Waktu Pelayanan

16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. 80 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan 'I:erlsyar:tan ) Waktu Output
(Perdata) Perdata aridhgnapan

1 | Menerima Permohonan - Berkas 2 Diterimanya
Pendaftaran Keberatan ( \W Perkara menit | berkas
Putusan Arbitrase, — Gugatan perkara
KPPU, Dan BPSK dari - Buku Kontrol gugatan
Penggugat Perkara

2 | Melakukan Meneliti dan - Checklist 10 Kelengka
memverifikasi v A kelengkapan | menit | pan
kelengkapan :' berkas persyaratan
persyaratan dokumen berkas
permohonan

3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Pendaftaran Keberatan < N, kelengkapan | menit | perkara
Putusan Arbitrase, : berkas gugatan
KPPU, Dan BPSK / I:&ap dinyatakan
dinyatakan g lengkap
lengkap/tidak lengkap [‘j
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir Kepaniteraan ;’ee:l?;‘ar:;al;; Waktu Qutput
(Perdata) Perdata grap
4 | Penggugat menghitung - Berkas 10 Cetak e-
biaya panjar perkara Perkara menit SKUM
secara mandiri melalui Gugatan
aplikasi e-SKUM yang - Kelengkapan
didampingi oleh Petugas | I berkas
khusus untuk itu.
5 | Penggugat menuju kasir - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
untuk selanjut Perkara dengan
melakukan pembayaran Gugatan EDC,
biaya panjar perkara -;| I - Bukti Setor 30-60
melalui mesin EDC yang L Menit di
telah disediakan atau Bank
membayar langsung ke BRI
Bank BRI Cab.
Bangkinang
6 | Penggugat menuju loket - Berkas 5 Menit | Bukti Setor
menyerahkan bukti setor, Perkara
Loket Perdata Gugatan
membutuhkan Cap | _,L'v - Bukti Setor
Pendaftaran Perkara,
Stempel dan kode
perkara
7 | Kasir membukukan - Berkas 10 SKUM
dalam jurnal (manual Perkara Menit
dan SIPP) membuat o Gugatan
SKUM dan memberi | | - Bukti Setor
nomor perkara, Kasir - SKUM
menyerahkan SKUM
kepada Penggugat
8 | Menyetor Penerimaan X - Form PNBP | 5 Menit | Bukti Setor
Negara Bukan Pajak Ej PNBP
(PNBP)
9 | Penggugat mendapatkan h 4 - SKUM 3 Menit | SKUM
SKUM [ ] diterima
penggugat
10 | Petugas Loket Perdata - Berkas 2 Menit | SKUM
menerima berkas Perkara Berkas
perkara dari Kasir, rL Gugatan Perkara
mengecek nomor - - Bukti Setor Lengkap
perkara - SKUM
11 | Meneruskan Berkas - Berkas 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Perkara Perkara
Kepaniteraan Perdata o Gugatan Lengkap
L l - Bukti Setor diterima
- SKUM Kepanitera
an Perdata
12 | Mengisi data perkara - Berkas Sesuai | Kepanitera
perdata dalam SIPP dan Perkara SOP an Perdata
penomoran perkara, Perdata Kepani- | menindak
Melengkapi berkas  J - SIPP/CTS teraan | lanjuti
perkara perdata dengan ( ) Perdata | berkas
sampul berkas dan perkara
seterusnya perdata
yang
masuk.
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Nomor SOP W4.U7/16/SOP/PTSP.PDT/2/2021
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018
KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1
Propinsi Riau TeleponiFaximife (0762)2{:'!043 | Tqgl. Efektif 2 1
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh : SILAN NEGERI
G :LAS IB
Q 7 AN
= : 1Y\
fg : ! .II' '
“RISEAIWIDIANA, S.H.. M.H.
\V IP.19720311,799603 2 002

SOP PTSP LAYANAN-LAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROS

DAN INFORMASI

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.

Dasar Hukum:

1.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6.  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Peralatan/Perlengkapan:
1. Surat Edaran MA Rl No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya 1.  Komputer/Laptop
Perkara 2. Printer
12. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
13. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIF2007 tentang Memberlakukan Buku IV
Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di Lingkungan Badan-Badan | Pencatatan dan Pendataan:
Peradilan 1. Berkas Surat Masuk
14.  SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 2. SIPP/CTS
Pengadilan; 3. Buku Register Banding, Kasasi, Peninjauan
15.  SKKMA No. 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Kembali
16. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;::st:!ar:;a:; Waktu Output
(Perdata) Perdata pRdsap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Layanan-Layanan Lain C\‘ masuk menit | surat oleh
Yang Berhubungan — - Berkas Perkara Loket
dengan Proses dan - Buku Kontrol Perdata
Informasi Penyelesaian Upaya Hukum
Perkara Perdata oleh
Pemohon
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan Ijj A berkas berkas
Permohonan layanan
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Layanan- \ kelengkapan menit permohonan persyaratan
Layanan Lain Yang et berkas dinyatakan tidak lengkap,
Berhubungan dengan 'L:ngkap lengkap harus
Proses dan Informasi Lo dilengkapi
Penyelesaian Perkara
Perdata dinyatakan
lengkap/ tidak lengkap
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan Fl:';%:;y;]arlfsar;; Waktu Output
(Perdata) Perdata gkap
4 | Meneruskan - Dokumen terkait 2 Berkas
Permohonan Layanan- Layanan-Layanan menit | Permohonan
Layanan Lain Yang Lain yang Lengkap
Berhubungan dengan Berhubungan
Proses dan Informasi —Pl I dengan Proses
Penyelesaian Perkara dan Informasi
Perdata ke Back Office Penyelesaian
Kepaniteraan Perdata Perkara Perdata
5 | Membuat Surat/ Surat - Dokumen terkait 30 Tanda terima/
Balasan terkait Layanan- Layanan-Layanan menit | akta telah di
Layanan Lain yang ¥ Lain yang ditandatangani
Berhubungan dengan Ej Berhubungan oleh pimpinan/
Proses dan Informasi dengan Proses panitera
Penyelesaian Perkara dan Informasi
Perdata dan Penyelesaian
ditandatangani oleh Perkara Perdata
pimpinan/panitera
6 | Menyerahkan Surat/ - Dokumen terkait 3 Surat terkait
Surat Balasan terkait Layanan-Layanan menit | Layanan-Layanan
Layanan-Layanan Lain Lain yang Lain yang
yang Berhubungan D Berhubungan Berhubungan

dengan Proses dan
Informasi Penyelesaian
Perkara Perdata kepada
pemohon

dengan Proses
dan Informasi
Penyelesaian
Perkara Perdata

dengan Proses
dan Informasi
Penyelesaian
Perkara Perdata
diterima oleh
pemohon
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